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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukurigh osebagian
masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai maiai@an di daerah akhir-
akhir ini, membawa dampak terhadap peningkatan ipeiayanan publik. Hal ini
dipicu oleh pengalaman sistem pemerintahan yangl, lalang kurang
memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi cenganenguntungkan pihak
yang berkuasa. Akibatnya timbul berbagai masalaiakeeperti korupsi, kolusi,
dan nepotisme yang sulit diberantas, belum bemgiaproses penegakan hukum,
kualitas pelayanan kepada masyarakat yang membwseka masalah
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat daeripgah daerah yang
dinilai tidak adil. Oleh karena itu, sistem pendgém keuangan daerah yang baik
diperlukan untuk mengelola dana desentralisasiraetransparan, ekonomis,
efisien, efektif dan akuntabel.

Beberapa prioritas perbaikan dalam pengelolaanngaumadaerah penting
dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, akuntdasi pemeriksaan. Sejalan
dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pergel&uangan daerah yang
baik difokuskan untuk mengelola dana secara dedis@isi dengan transparan,
efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkapakia masyarakat luas. Pada

hakekatnya jika belum memahami sistem akuntanskamzlum memahami



penyusunan laporan keuangan, karena akuntansidqaadanya merupakan sistem
pengolahan informasi akuntansi yang menghasilkdnakan berupa informasi
akuntansi atau laporan keuangan. Indra Bastian6(2@) Sistem akuntansi
memberikan pengetahuan tentang pengolahan inforalasitansi sejak data
direkam dalam dokumen sampai dengan laporan ydragithan.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaylametuyusun laporan
keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi leuadgerah yang
diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transpardas akuntabilitas.
Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua maksyamengetahui
akuntansi keuangan daerah. Dengan berjalannya wsédia perkembangan
demokrasi yang lebih baik, maka pemerintah pusat) yebelumnya memegang
kuat kendali pemerintahan, mengalami pergeseramnpelari posisi yang
cenderung otoriter ke posisi sebagai fasilitate@n@an diterapkannya kebijakan-
kebijakan mengenai otonomi daerah yang terkandafapdUndang-Undang No.
22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadingadadang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah mulanbmdakukan otonomi
daerah, dimana setiap daerah memiliki hak wewerdgarg kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusarepntah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan peginddangan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendamaNegara.
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk ujocan tujuan
bernegara menimbulkan hak dan kewajiban Negara penig dikelola dalam

suatu sistem pengelolaan keuangan Negara, dalagkarapengelolaan dan



pertanggungjawaban keuangan Negara diperlukan hdigidah hukum
administrasi keuangan Negara yangngatur Perbendaharaan Negara. Undang-
Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Reagel dan Tanggung
Jawab keuangan Negara. Bahwa untuk mendukung keilarin penyelenggaraan
pemerintahan Negara, keuangan Negara wajib dikeletara tertib, taat pada
peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomisktifef transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keathla kepatutan. Undang-
undang tersebut membawa harapan baru dalam refopeagelolaan sistem
administrasi pemerintahan untuk mewujudkan suata k&lola pemerintahan
yang baik §ood governance), yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Kepemerintahan yang baikgood governance) setidaknya ditandai
dengan dua elemen dasar yaitu transparansi dan taakuas.
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan bagp swang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan petaken yang
terjadi, informasi tentang kebijakan, proses pertdrua dan
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicagedangkan
akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada ikpuditias setiap
aktivitas yang telah dilakukan”. (Mardiasmo, 20@):1
Salah satu konsekuensinya adalah pemerintah hapst cheningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuahiggrara (pusat dan daerah).
Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersatfalah dengan melakukan
reformasi dalam bidang keuangan Negara baik padeemaah pusat maupun
pemerintah daerah. Salah satu perubahan yangikagmniadalah perubahan di
bidang Akuntansi Pemerintahan Daerah (Keuangan dbgetkarena melalui
proses akuntansi akan dihasilkan informasi keuarygag tersedia bagi berbagai

pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masesgng. Penyusunan laporan

keuangan yang berpedoman pada standar akuntansripghan sesungguhnya



adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporamarigan, sehingga laporan
keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kreidiilya dan pada gilirannya
akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabipngelolaan keuangan
pemerintah daerah. Sehingga tujuan deod governance dapat tercapai.

Dalam usaha peningkatan transparansi dan akumdgbifiebagaimana
diberitakan dalam Koran Indonesia tertanggal 21dxaber 2008, Menteri Dalam
Negeri Mardiyanto meminta kepada kepala daerah kumtansparan dalam
mengelola keuangan daerah masing-masing.

Entitas pemerintah daerah Sebelum tahun 2001, rmeaggn sistem tata
buku dan asumsi dasar kas basis dalam tata usalendannya. Akuntansi
keuangan daerah tidaklah sama dengan tata bukibedsam pokok antara tata
buku dan akuntansi terletak pada sistem pencatdén asumsi dasar yang
digunakan. Akuntansi pada dasarnya menggunakanensisipencatatan
berpasangailidouble entry) dan asumsi dasakccrual Basis. Tata buku di lain
pihak, pada umumnya menggunakan sistem pencatatggal(single entry) dan
asumsi dasar kas, namun secara singkat tata bukupaken bagian dari
akuntansi. Untuk pengembangan akuntansi pemermtaimaka sekarang ini
sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan giecatatan berpasangan
(double entry), Dengan sistendouble entry ini antara lain akan lebih mudah
dalam menyusun Laporan Keuangan.

Upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangareklaer nampaknya
belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerirdabrah, pada

kenyataannya banyak pemerintah daerah yang tidék serta dapat menyusun



semua Laporan Keuangan tersebut, terutama haisebabkan oleh berbagai hal
yaitu selain berupa peraturan yang saling bertgataryang dikeluarkan oleh
Departemen di tingkat nasional, kesulitan munculamakeseluruhan siklus
keuangan pemerintah daerah. Mulai dari pengesamggaean sampai ke
penyusunan laporan keuangan, yang disebabkan awsiplé&ksitas peraturan,
kurangnya SDM, buruknya koordinasi dan tidak menm@a teknologi yang

digunakan. Selain itu masalah publikasi Laporan @fgan oleh Pemerintah
Daerah (melalui surat kabar, internet, atau dergaa lainnya) yang nampaknya
belum menjadi hal yang umum.

Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 200Ratey Pedoman
pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasangkeudaerah serta tata cara
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daeiaksanaan tata usaha
keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggemdapatan dan belanja
daerahBahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunamdmp@uangan yang
memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabikiassistensi, komparabilitas, akurat,
dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusistem dan prosedur
penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaanng@uadaerah dan
perhitungan APBD yang terstandardisasi.

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, Pemerintakiidi Jawa Barat
sebenarnya sudah dianggap mampu melaksanakanrymi berbukti dengan
terbitnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pdantanggaran 2006 dan
2007.Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan PeaheRravinsi Jawa

Barat TA 2007 sudah mulai menerapkan sistem penasukiouble entry



disajikan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 T&l00é tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, lalu bentuk dan saslikenversi sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah [Dageng
diterbitkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat, gil#PK masih menemukan
berbagai kendala dalam melakukan pemeriksaan tgphadporan Keuangan
tesebut, diantaranya adalah Pemerintah Provinsa Jaarat dianggap masih
belum memahami sepenuhnya mengenai sistem penctatdebuku berpasangan
double entry dan dasar pencatatan akraedrual basis.

Menurut Mardiasmo (2006: 5) "kerangka transparat@i akuntabilitas
sektor publik paling tidak dibangun atas tiga komgo yaitu sistem akuntansi
yang baik, saluran akuntabilitas publik dan audktsr publik”. Dengan adanya
tuntutan tata kelola pemerintahan yang menjunjunggt prinsip transparansi dan
akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan keuaRgsnerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat, sebagaimana umumnya pemerintah proglinidonesia lainnya
masih dianggap belum melaksanakannya dengan basgkipne perbaikan-
perbaikan menuju arah tersebut sudah dilakukapitatasih jauh dari apa yang
menjadi harapan masyarakat.

Hal tersebut di atas sebagai bukti sudah adanylsaudalam penerapan
prinsip transparansi dan akuntabilitas akan lel#hjamin dengan adanya
penyajian Laporan Keuangan yang baik, sedangkaaraaKeuangan yang baik
hanya dapat tercipta jika menggunakan prinsip-grirekuntansi yang baik

diantaranya adalah dengan penerapan sidteiie entry danaccrual basis.



Pada tahun 2006 Departemen Dalam Negeri telahnvitgken Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 TahO8&tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubajadePeraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Dalam peratutartardapat perubahan
yang cukup mendasar di bidang pengelolaan keuandgmerah, apabila
sebelumnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerahtditeta badan pengelola
keuangan atau biro keuangan, sekretariat daerah deigan ketentuan tersebut
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gabudgri Laporan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). aan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah menjadi tergantung mEryelesaian Laporan
Keuangan SKPD. Menurut Nurlan Darise (2007: 16)

"Peran dan tanggung jawab Sekretaris Daerah, KeBatian ataupun

Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran menjadksebesar, karena

pengelolaan keuangan pada SKPD harus dilakukan adengpik.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuandaerah akan

tercermin dari pengelolaan keuangan pada masingxgna&PD”.

Akuntansi keuangan daerah mempunyai kaitan sangatengan prinsip-
prinsip transparansi dan akuntabilitas di atasetkarakuntansi pada hakikatnya
adalah proses pencatatan secara sistematis atagksakeuangan yang bermuara
kepada pelaporan keuangan daerah. Menurut Fajarb®mvo (2007):

“Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akamakin membaik jika

didukung oleh suatu sistem akuntansi yang mendfaasihformasi yang

tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawab®ahaliknya sistem
informasi akuntansi yang usang akan menghancurkandi-sendi
partisipasi masyarakat, transparansi dan akurti3ili

Maka dari paparan latar belakang di atas, makaulippbrtanyaan dalam

diri penulis yang pada hakikatnya terpusat patlarsasalah, yaitu seberapa jauh



penerapan akuntansi keuangan daerah dalam rangkagka&tkan prinsip-prinsip
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangaa padnerintah Provinsi Jawa
Barat. Permasalahan tersebut terangkum dalam sghdah penulisan skripsi
yaitu:

“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM
RANGKA MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT".

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan untuk memperjelasyarad akan dicapai
dalam suatu penelitian. Sebagaimana yang dikemukaleda Suharsimi Arikunto
(2002: 19), yaitu :

“Apabila telah diperoleh informasi yang cukup datudi pendahuluan,

maka masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Agenelitian dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka peneliishanerumuskan
masalahnya sehingga jelas dari mana mulai, kemanas hpergi dan
dengan apa penelitian harus dimunculkan”.

Dengan ditetapkannya Satuan Kerja Perangkat Dasebhgai sebuah
entitas akuntansi, maka Pemerintah Daerah diwajibkaenyelenggarakan
kegiatan akuntansi sehingga dapat menerbitkan bap&euangan, yang pada
akhirnya diharapkan akan lebih meningkatkan tramssh dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuytmgiselama ini diterapkan

di Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan sistemiansi anggaran dimana

cenderung hanya mempertanggungjawabkan penggunmaggaran yang telah



ditetapkan. Sehingga transparansi dan akuntabip&sgelolaan anggarannya
kurang terjamin.
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atasarmafgat dirumuskan
masalah sejalan dengan penelitian yang akan digakukantaranya adalah :
1. Bagaimana penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pé¢sheProvinsi
Jawa Barat.
2. Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Laporamakgan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dakmgka
meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Lapordeuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adakbagai berikut :
1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelagmn menyimpulkan
tentang sejauh mana penerapan Akuntansi KeuangamalDadalam rangka
meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas LapokKauangan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat.

1.3.2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ataingamalisis:

1. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah PemerintainBrdawa Barat.
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2. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan keuanganeFiatah Provinsi Jawa
Barat.

3. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dalam rangkaingkatkan
Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangangfetah Provinsi Jawa

Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikanfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkadapat memberikan
sumbangan pemikiran dalam disiplin ilmu Akuntanskisr Publik khususnya
dapat mengetahui dan memahami bagaimana pelaksaadannistrasi
keuangan yang baik, yang menjamin adanya transgadam akuntabilitas
laporan keuangan suatu pemerintah daerah.
2. Secara praktis, bagi pemerintah daerah sebagah ssdéu cara untuk
memberikan suatu wacana bagaimana penerapan suduinisrasi
pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat masiigin laporan

keuangan yang transparan dan akuntabel.



